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TENTANG IMPLEMENTASI PRINSIP DAN STANDAR HAK ASASI










Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian sebagaimana telah 
dipaparkan pada bab II, maka dapat disimpulkan jawaban atas rumusan 
masalah penelitian tentang “Penerapan Pasal 47 PERKAP Nomor 8 Tahun 
2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam 
Penyelenggaraan Tugas Kepolisian”, yaitu : 
1. Ketetapan Pasal 47 Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 8 Tahun 2009 
pada dasarnya sudah diterapkan anggota kepolisian di Polresta 
Yogyakarta, yaitu penggunaan senjata api hanya jika keadaan petugas 
sangat terdesak dan membahayakan jiwanya serta jiwa orang lain, 
terbukti sampai saat ini belum pernah terjadi kasus penyalahgunaan 
senjata api yang dilakukan oleh anggota kepolisian di Polresta 
Yogyakarta. 
2. Pertanggungjawaban hukum atas pelanggaran yang dilakukan oleh 
anggota Kepolisian yang pernah diberikan adalah: 
a. Dikenakan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan 
Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berupa 




berupa permintaan maaf secara lisan dihadapan Sidang KKEP 
kepada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan. 
b. Sanksi Pidana diberikan kepada anggota Polri yang dalam 
pelanggarannya menyebabkan jatuhnya korban jiwa berdasarkan 
Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu Pasal 338 
tentang pembunuhan, Pasal 340 tentang pembunuhan berencana dan 
Pasal 359 tentang pembunuhan tidak sengaja. Akan tetapi belum 
pernah terjadi di wilayah Polresta Yogyakarta. 
B. Saran 
Berdasarkan pembahasan, hasil penelitian, serta kesimpulan yang 
telah dijabarkan oleh penulis, maka penulis memberikan saran sebagai 
berikut: 
1. Kepada anggota kepolisian diwajibkan untuk memahami dan 
berpedoman pada peraturan mengenai prosedur penggunaan senjata api 
agar lebih cermat dalam menguasai dan menggunakan senjata api demi 
terwujudnya Pasal 47 PERKAP Nomor 8 Tahun 2009 Tentang 
Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam 
Penyelenggaraan Tugas Kepolisian. 
2. Kepolisian Negara Republik Indonesia diharuskan untuk tetap melakukan 
pengawasan secara ketat terhadap senjata api yang dipinjam-pakaikan 
kepada anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan tujuan 
untuk menghindari jatuhnya korban jiwa atas pelanggaran penggunaan 
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